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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia telah diatur dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003 yang mengikat semua pihak dan 

segala lapisan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan 

filosofis, tujuan dan fungsi pendidikan nasional secara jalas tercantum dalam UU Sisdiknas  

tersebut. 

Secara garis besar, hakikat pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan 

sumber daya manusia seutuhnya secara seimbang, serasi, dan harmonis. Manajemen adalah 

elemen penunjang yang membantu mengantarkan bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita dan 

tujuannya. Membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan utuh sempurna menuju 

pembangunan bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. 

Pendidikan memiliki peran yang stratejik, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu 

elemen pendidikan dalam amandemen UUD 1945 yaitu pembiayaan pendidikan.  Dalam 

mandemen tersebut, jumlah anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN, ini merupakan 

instrumen andal untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan utuh. Pembiayaan 

pendidikan Nasional akan efektif apabila didukung oleh sebuah sistem manajemen 

pembiayaan nasional yang kuat dan sinergis. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan 

adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi, baik berhubungan dengan sumber-sumber 

pembiayaan maupun cara dalam pengalokasiannya. Melalui manajemen pembiayaan yang 

efektif, efisien, dan transparan akan menunjukkan bagaimana sumber pembiayaan itu 

diperoleh dan dialokasikan dengan tepat sehingga dapat mendorong  produktivitas yang 

tinggi.  

Namun demikian kenyataan yang terjadi di Indonesia, ketersediaan sumber-sumber 

pembiayaan pendidikan masih mengalami hambatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

telah menetapkan Standar Pengelolaan Pendidikan Tinggi melalui Permendikbud No. 49 

tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbud tersebut 

diatur standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional 

pengabdian pada masyarakat. Alokasi dana pendidikan di Indonesia termasuk rendah jika 

dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara. Anggaran pendidikan selama ini 

dialokasikan 20% dari APBN, namun sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja rutin 
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dan pegawai. Padahal dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa 

pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran 

pendidikan sebesar  20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 46 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.  

Anggaran pendidikan yang memadai dan dikelola dengan baik oleh suatu Negara 

akan berdampak pada proses penyelenggaraan pendidikan bermutu sehingga menghasilkan 

manusia yang berkualitas. Pencapaian Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan 

UNDP  (United Nation Development Program) menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan 

di suatu Negara terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pendidikan nasional. Maka, rendahnya anggaran pendidikan di suatu negara akan 

memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kualitas pelayanan proses pendidikan, hal 

ini tercermin dari kurang meratanya kesempatan belajar bagi anak-anak yang berlatar 

belakang dari keluarga miskin, pendidikan rendah, dan kurang mampu. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan bantuan dana 

kepada siswa miskin yang cukup besar, seperti terlihat pada profil anggaran di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asep Kurniawan, 2016 
MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. 

Profil Anggaran Kemendikbud 2015 

Sumber : Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Kemdikbud Tahun 2015 

 

 Negara Indonesia sudah menganggarkan bantuan dana kepada siswa miskin sebesar 

8,19Triliun, namun pada kenyataannya masih terdapat siswa yang kurang mendapatkan 

pelayanan secara maksimal walaupun pemerintah telah memberikan alternatif jenis program 

bantuan terhadap siswa miskin, namun dalam kualitas pelayanan sekolah guna menikmati 

fasilitas kegiatan belajar mengajar belum terlaksana secara optimal. Data menunjukkan 

bahwa masih terdapat sekolah tidak layak dipergunakan bahkan hampir roboh yang dapat 

membahayakan keselamatan dan keamanan siswa selama belajar yang tercermin dalam 

gambar sebagai berikut:  
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Gambar 1.2.  

Fasilitas dan Layanan Pendidikan di Sekolah 

Sumber : Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Kemdikbud Tahun 2015 

 

Dampak kurangnya anggaran pendidikan guna menunjang kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berimplikasi terhadap mahalnya biaya pendidikan, 

baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini tidak 

terjadi di Indonesia saja. Di Amerika Serikat, pada kurun waktu 1990-2000 biaya pendidikan 

tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. The Board Colllege (1999) dalam  

Paulsen (2001, hlm. 121) memperkirakan bahwa pada tahun 1999-2000 rata-rata biaya yang 

dibutuhkan untuk masuk pendidikan tinggi adalah sebesar $15,380 untuk pendidikan tinggi 

swasta dan $ 3,356 untuk pendidikan tinggi negeri, ini belum termasuk sewa kamar dan 

pengeluaran lainnya yang bisa mencapai $ 7,000. Selama tahun 1980-an, biaya masuk 
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perguruan tinggi meningkat dua sampai tiga kali lipat dari tingkat inflasi, dan setelah 

menghitung efek dari inflasi di tahun 1990-an, biaya masuk perguruan tinggi meningkat 51% 

bagi perguruan tinggi negeri dan 34% bagi perguruan tinggi swasta. Dengan 

mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, menurut laporan dari Komite Pendidikan 

Tinggi  juga menunjukkan untuk keluarga dengan penghasilan rendah, biaya masuk 

perguruan tinggi telah meningkat dari sebesar 91%  pada tahun 1971-72 menjadi 160% pada 

tahun 1999-2000 terhadap pendapatan mereka.   

Gaffar, M.Fakry (2012, hlm. 224) menjelaskan bahwa agar Perguruan Tinggi 

memiliki daya respons atau daya saing tinggi, Perguruan Tinggi memerlukan pembaharuan 

dalam proses manajemen kelembagaannya yang mencakup keseluruhan komponen strategi 

Perguruan Tinggi, serta pembaharuan proses manajemen itu melibatkan pembiayaan 

pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi secara terukur.  

Secara umum,  persentase anggaran pendidikan berdasarkan pada setiap unit utama 

yang tercantum dalam gambar 1.3. 

Postur Anggaran pendidikan pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Pembiayaan pendidikan tidak hanya mencakup pada pencarian sumber-sumber dan 

pengalokasian dana pendidikan dengan tepat. Institusi pendidikan juga harus 

mempertimbangkan seberapa besar biaya satuan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya 

proses pembelajaran yang berkualitas. Proses perhitungan satuan biaya pendidikan akan 

sangat tergantung pada metode yang digunakan oleh institusi/lembaga yang bersangkutan. 

Secara umum, jumlah satuan biaya pendidikan diperoleh dari jumlah keseluruhan 

pengeluaran dibagi dengan jumlah mahasiswa, seperti yang dikemukakan oleh Bowen (1981, 

hlm. 41), “Traditionally, what passed as cost per unit was computed simply by adding up 

total institutional expenditures for all purposes and dividing by the number of student. The 

result was called “cost per student”.  

Pada dasarnya, banyak faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan biaya 

satuan pendidikan, namun secara umum dapat dihitung dengan membagi jumlah pengeluaran 

perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa. Metode penentuan biaya satuan pendidikan juga 

dapat mempengaruhi akurat dan tidaknya jumlah biaya satuan pendidikan. Hal ini didukung 

dengan penjelasan bahwa “beberapa penelitian mengemukakan bahwa biaya satuan per 

mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya rasio dosen mahasiswa, rata-

rata gaji dosen, tipe perguruan tinggi (negeri vs swasta), dan letak geografis” (Paulsen, 2001, 

Gambar 1.3.  

Presentase anggaran pendidikan menurut unit utama tahun 2011. 
Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Indonesia Educational Statstics in 

Brief 2011/2012 
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hlm. 133). Dengan demikian, beberapa faktor tersebut menjadi suatu hal yang harus 

diperhitungkan dalam penentuan jumlah biaya satuan pendidikan.  

Namun pada implementasinya, perhitungan satuan biaya pendidikan masih dibatasi 

oleh pagu anggaran yang ditentukan oleh kebijakan suatu lembaga. Idealnya, penentuan biaya 

satuan pendidikan mengacu pada standar tertentu dan berdasarkan pada analisis biaya yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa selama menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Tentu 

standar tersebut tidak terlepas dari standar nasional pendidikan tinggi yang tertuang dalam 

Permendikbud No.49 Tahun 2014. Secara filosofi, dalam UU No.12 Tahun 2012 

menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  

Melalui standar tersebut, perguruan tinggi mempunyai tolak ukur dalam proses 

penyelenggaraannya. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: a) 

Standar Nasional Pendidikan; b) Standar Nasional Penelitian; dan c) Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat, serta dalam UU Sisdiknas pasal 35 ayat (1) yaitu “Standar 

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus 

ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Selanjutnya pada ayat (2) “Standar nasional 

pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan”. Labih jauh standar nasional pendidikan ini 

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Nanang Fattah (2009, hlm. 34) mengemukakan skema biaya 

satuan pendidikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
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Sumber: Diadaptasi dari Nanang Fattah (2009:34) 

Gambar 1.4.  

Skema Biaya Satuan Pendidikan 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa, penentuan kebutuhan biaya pendidikan tidak 

hanya muncul begitu saja, termasuk di dalamnya penentuan biaya satuan pendidikan. Biaya 

operasional yang dibutuhkan dalam proses pendidikan didasarkan atas standar nasional 

pendidikan tinggi. Standar nasional pendidikan tinggi tersebut dijabarkan ke dalam standar 

nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian, maka guna 

mengimplementasikan hal tersebut pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan bagi setiap 

jenjang pendidikan yang dapat dipresentasikan sebagai berikut :  

 

 

 

  

Tabel 1.2 

Anggaran pendidikan menurut program tahun anggaran 2011 

 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

Standar Nasional Pendidikan  

ANGGARAN  

 PERSONAL  
 ORANG TUA  

 KOMPONEN TERSTANDAR  

KEBIJAKAN ALOKASI  

Standar Nasional Penelitian  

Standar Nasional  Pengabdian  

Standar  Kompetensi Lulusan  

Standar  Isi Pembelajaran  

Standar  Proses Pembelajaran  

Standar  Penilaian Pembelajaran  

Standar  Dosen dan  Tenaga Kependidikan  

Satandar Sarana dan Prasarana  

Standar  Pengelolaan Pembelajaran  

Standar  Pembiayaan Pembelajaran  
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Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2012). Indonesia Educational   

Statstics in Brief 2011/2012 

 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan 

sebuah kebijakan bahwa biaya satuan pendidikan harus diperhitungkan dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing (ABC). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah 

mengeluarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT). Permendikbud tersebut berisi jumlah biaya kuliah tunggal dan 

uang kuliah tunggal di seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia.  

Jumlah BKT dan UKT tersebut ditentukan berdasarkan masukan-masukan dan 

perhitungan oleh perguruan tinggi negeri dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

tertentu. Pada kenyataannya, perhitungan BKT tersebut belum mencerminkan biaya yang 

sesungguhnya. Berdasarkan beberapa perhitungan, jumlah BKT tersebut masih berada di 

bawah jumlah yang sebenarnya. Apalagi bila dilihat dari jenis perguruan tingginya. BKT dan 



 

Asep Kurniawan, 2016 
MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

UKT untuk perguruan tinggi bukan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) 

masih lebih besar dibandingkan dengan LPTK. Seperti yang dikemukakan oleh Nanang 

Fattah dan Soemarto (2013, hlm. 66): 

Sampai saat ini alokasi dana pendidikan untuk PT LPTK relatif lebih kecil bila 

dibandingkan dengan PT Non-LPTK. Hal ini disebabkanfakta bahwaLPTK 

memilikikarakteristik yang berbedadalam prosespelaksanaan sertadalam 

menghasilkanoutput. Selain pembiayaan untuk mandat yang lebih luas dalam 

pengembangan universitas, LPTK juga memiliki beberapa kompetensi. Karena 

LPTK lebih memfokuskan pada proses pembelajaran kejuruan, proporsi teori dan 

praktek adalah 70:30, yang tentu saja akan mempengaruhi pembiayaan. Kesenjangan 

dalam distribusi dan alokasi dana untuk LPTK dan non-LPTK sangat signifikan, 

yaitu 1-4 kali jumlah pagu anggaran.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nanang Fattah dan Soemarto (2013, hlm. 71), 

obyek penelitian dibagi dalam 3 klaster, yaitu klaster bidang ilmu sosial, ilmu teknologi, dan 

ilmu alam. Penelitian membandingkan biaya kuliah di Universitas Indonesia, Universitas 

Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jember, 

Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dari ketiga klaster 

tersebut masih terdapat selisih antara UKT menurut Permendikbud No 55 Tahun 2013 

dengan UKT  menurut perhitungan berdasarkan metode ABC. Seperti terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.3 

Perbandingan UKT antara LPTK dan Non-LPTK,  

serta Perhitungan Berdasarkan Metode ABC 

KLASTER 
UKT 

LPTK 

UKT 

NON-

LPTK 

METODE 

ABC 

SELISIH  

PT LPTK 
% 

Teknologi  4.211.000 10.723.000 18.144.000 13.933.000 330,87% 

IPA 4.214.000 13.404.000 14.100.000 9.889.000 234,34% 

Ilmu Sosial 4.112.000 6.093.000 9.200.000 5.088.000 123,74% 

PLB 4.211.000 - 13.284.788 9.073.788 215,48% 
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Sumber: Nanang Fattah dan Soemarto (2013, hlm.70) 

 

Dari tabel 1.3. dapat dilihat bahwa jumlah UKT yang diperhitungkan berdasarkan 

Permendikbud No. 55 Tahun 2013 dengan perhitungan menggunakan metode ABC, terdapat 

selisih yang cukup besar, terutama pada LPTK, selisih terbesar mencapai 330,87% untuk 

klaster Teknologi, sedangkan selisih terkecil pada klaster ilmu sosial sebesar 123,74%. Hal 

ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan perhitungan antara apa yang disampaikan 

oleh kementrian dengan keadaan sesungguhnya. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai manajemen biaya satuan pendidikan. 

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terkait dengan 

Pembiayaan Pendidikan diantaranya: 

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 tentang 

tanggungjawab pendanaan pendidikan, pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan, 

serta pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan. 

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bab V tentang 

Pendanaan dan Pembiayaan, Bagian kesatu tentang tanggung jawab dan sumber 

pendanaan pendidikan tinggi pasal 83 – pasal 87, Bagian kedua tentang pembiayaan dan 

pengalokasian pasal 88 – pasal 89. 

3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 3 ayat (2) 

tentang Biaya Satuan Pendidikan. 

4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, 

pasal 32, ayat (1), huruf g tentang pendanaan dan kekayaan. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah 

Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal. 

6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas dijadikan pijakan bagi perguruan tinggi dalam 

menata dan mengelola kegiatannya termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan. 

Berangkat dari aspek-aspek utama tersebut, maka penulis menetapkan penelitian 

dengan judul “MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi 

Kasus Penentuan Biaya Pendidikan Di Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, 

dan Universitas Pendidikan Indonesia).  

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

a. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang terkait dengan Biaya Satuan Pendidikan di Perguruan Tinggi, yakni: 

1. Proses analisis kebutuhan yang dilakukan oleh perguruan tinggi belum sepenuhnya 

dilakukan secara efektif dan efisien. Proses analisis kebutuhan yang dilakukan oleh 

Perguruan Tinggi saat ini baru sebatas pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sudah 

terjadi selama ini. Perlu kiranya analisis kebutuhan ini juga mengidentifikasi 

kebutuhan-kebutuhan ideal Perguruan Tinggi berdasarkan aktivitas mahasiswa mulai 

dari seleksi masuk sampai pada kelulusan. Aktivitas-aktivitas apa saja yang 

teridentifikasi yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya 

pendidikan di perguruan tinggi. 

2. Sumber dana perguruan tinggi masih terbatas. Saat ini sumber dana yang terbesar 

diperoleh oleh perguruan tinggi berasal dari masyarakat berupa SPP mahasiswa dan 

dari pemerintah berupa DIPA. Perlu kiranya digali lebih banyak sumber-sumber 

pendanaan yang berasal dari luar perguruan tinggi terutama yang berbasis pada 

kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi yang bersangkutan 

3. Struktur organisasi dan peran pimpinan serta kebijakan yang belum tepat dalam 

manajemen pembiayaan pendidikan. Masih terdapat variasi struktur organisasi di 

perguruan tinggi, terutama pada struktur yang berhubungan dengan manajemen biaya 

pendidikan. Struktur organisasi haruslah berdasarkan fungsi yang terkait dengan 

manajemen biaya pendidikan. 

4. Belum terpenuhinya dana yang dibutuhkan di Perguruan Tinggi dengan dana yang 

diperoleh. Kebutuhan perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat terpenuhi dengan 

jumlah dana yang disediakan. Konsekuensinya banyak kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan skala prioritas, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan ataupun 

aktivitas yang harus tertunda. Melalui manajemen biaya yang tepat diharapkan 

kebutuhan perguruan tinggi dapat sepenuhnya didanai oleh jumlah dana yang 

disediakan. 

5. Proses penyusunan anggaran masih belum terlaksana dengan baik. Proses penyusunan 

anggaran masih didasarkan atas pagu yang ditetapkan, sehingga aktivitas yang 

direncanakan dalam anggaran terbatas pada pagu anggaran yang disediakan. Dengan 

manajemen biaya pendidikan yang baik, diharapkan proses penyusunan anggaran 

dapat menyertakan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. 

6. Pelaksanaan anggaran masih terhambat oleh birokrasi yang ketat. Saat ini pengusulan 

dan pertanggungjawaban kegiatan anggaran harus sesuai dengan aturan-aturan yang 
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telah ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun oleh peraturan menteri keuangan yang 

berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pencairan maupun pertanggungjawaban 

anggaran masih terhambat oleh birokrasi dan aturan yang sangat ketat, sehingga tidak 

jarang ada kegiatan yang terlambat bahkan batal dilaksanakan. Konsekuensinya, 

keterserapan anggaran menjadi terhambat. Dengan manajemen biaya pendidikan yang 

baik diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat dicarikan solusinya. 

7. Anggaran belum memiliki dampak yang cukup baik terhadap kualitas pendidikan di 

Perguruan Tinggi. Dengan anggaran yang didapatkan saat ini, perguruan tinggi di 

Indonesia masih tertinggal jauh oleh perguruan tinggi lainnya di dunia ini. Dengan 

manajemen biaya pendidikan yang baik diharapkan anggaran yang tersedia dapt 

berdampak pada pencapaian perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. 

Identifikasi masalah yang diuraikan di atas dapat digambarkan pada bagan di 

bawah ini: 

 

 

 

Gambar 1.4 
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hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada proses penentuan biaya satuan pendidikan agar 

dapat berjalan secara efisien dan efektif pada perguruan tinggi. Adapun aspek yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan dan penghitungan biaya satuan pendidikan di perguruan tinggi 

2. Sumber dana perguruan tinggi. 

3. Struktur organisasi dan peran pimpinan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di 

perguruan tinggi 

4. Perbandingan dana yang dibutuhkan dengan jumlah dana yang diperoleh. 

5. Proses penyusunan anggaran. 

6. Pelaksanaan anggaran. 

7. Dampak anggaran terhadap kemajuan perguruan tinggi. 

 

c. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, dibuat rumusan masalah 

penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian. Rumusan pertanyaan penelitian ini mengikuti 

alur proses kegiatan penentuan biaya pendidikan, dimulai dari identifikasi kebutuhan melalui 

aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, sumber 

dana perguruan tinggi, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sampai pada dampak 

anggaran terhadap perguruan tnggi. 

Rincian pertanyaan penelitian yang diajukan didasarkan atas pendapat Atkinson 

(2001, hlm. 67) bahwa activity based costing merupakan suatu sistem perhitungan biaya 

berdasarkan aktivitas yang menghubungkan sumber daya yang digunakan organisasi dengan 

produkatau jasa yang diproduksi atau diterima pelanggan. Sejalan dengan itu, Maher (1996, 

hlm. 98) mengemukakan bahwa activity based costing merupakan suatu metode untuk 

menghitung biaya pada produk atau jasa sesuai dengan biaya aktivitas yang digunakan untuk 

memproduksi barang atau jasa.  

Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing-ABC) digunakan 

untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke 

produk atau pelanggan individu. Manajemen berdasarkan aktivitas menggunakan analisis 

aktivitas untuk meningkatkan pengendalian operasional dan manajemen. ABC merupakan 

alat strategis utama bagi institusi dengan proses operasi yang kompleks atau diversifikasi 

produk yang banyak. Penggunaan manajemen biaya diperlukan untuk mendukung tujuan-

tujuan strategis sebuah institusi. 

I. Analisis kebutuhan dan penghitungan biaya satuan pendidikan di perguruan tinggi 
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1. Program Studi apa saja yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi pada setiap klaster? 

2. Bagaimana prodi mengidentifikasi proses kebutuhan berdasarkan apa saja? 

3. Bagaimana menghitung besarnya biaya yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik 

masing-masing Program Studi? 

4. Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk memberikan layanan pendidikan yang 

memadai bagi mahasiswa sesuai dengan Program Studi yang diambil? 

II. Sumber dana perguruan tinggi 

1. Berasal darimana saja pendanaan di Perguruan Tinggi? 

2. Berapa besar dana yang dialokasikan dari masing-masing sumber dana? 

III. Struktur organisasi dan peran pimpinan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di 

perguruan tinggi 

1. Bagaimana struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) di perguruan tinggi? 

2. Bagaimana peran pimpinan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di perguruan 

tinggi? 

3. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di 

perguruan tinggi? 

IV. Perbandingan dana yang dibutuhkan dengan jumlah dana yang diperoleh 

1. Bagaimana perbandingan jumlah dana yang disediakan dengan yang dibutuhkan? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

dananya? 

V. Proses penyusunan anggaran 

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme penyusunan anggaran di Perguruan Tinggi? 

2. Bagaimana proses penelaahan anggaran di Perguruan Tinggi? 

3. Bagaimana proses penetapan angaran di Perguruan Tinggi? 

VI. Pelaksanaan anggaran 

1. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran di Perguruan 

Tinggi? 

2. Bagaimana proses sosialisasi, komuikasi, persiapan pelaksanaan anggaran, distribusi 

anggaran, belanja, pengawasan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban 

anggaran di Perguruan Tinggi? 

VII.  Dampak anggaran terhadap kemajuan perguruan tinggi 

1. Bagaimana mengukur dampak anggaran terhadap kemajuan Perguruan Tinggi? 

2. Indikator apa saja yang dijadikan acuan keberhasilan pelaksanaan anggaran di 

Perguruan Tinggi? 
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Masing-masing pertanyaan akan dikembangkan lebih lanjut untuk penggalian data 

dalam bentuk pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi. 

Selanjutnya analisis pertanyaan tersebut dipakai sebagai dasar dalam perancangan model 

sistem penentuan biaya satuan pendidikan yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam 

menentukan biaya satuan pendidikan yang tepat, sehingga efektivitas dan efisiensi perguruan 

tinggi dapat tercapai.  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan fokus penelitian 

yang telah dijelaskan, peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu: 

1. Teridentifikasinya kebutuhan dan perhitungan biaya pendidikan di perguruan tinggi. 

2. Teridentifikasinya sumber dana perguruan tinggi. 

3. Terdeskripsinya struktur organisasi dan peran pimpinan dalam manajemen biaya 

pendidikan di perguruan tinggi. 

4. Teridentifikasinya perbandingan dana yang dibutuhkan dengan jumlah dana yang 

diperoleh. 

5. Teridentifikasinya proses penyusunan anggaran. 

6. Teridentifikasinya pelaksanaan anggaran. 

7. Teridentifikasinya dampak anggaran terhadap kemajuan perguruan tinggi. 

8. Terciptanya model hipotetik manajemen biaya pendidikan di perguruan tinggi. 

 

D. MANFAAT  PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat secara keilmuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek teoretis (keilmuan) 

yaitu bagi perkembangan ilmu Administrasi Pendidikan, khususnya pada bidang keilmuan 

dan konsentrasi Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi. 

2. Manfaat secara praktis 

a) Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil 

keputusan manajemen perguruan tinggi dalam mengembangkan manajemen 

pembiayaan pendidikan di lingkungannya; 
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b) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi sekaligus menjadi 

referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian khususnya dalam kajian 

pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi; 

E. STRUKTUR ORGANISASI DISERTASI 

Layaknya sebuah sistem, disertasi ini terdiri dari beberapa unsur yang saling 

berhubungan satu sama lain. Dalam pembuatan disertasi ini memliki struktur organisasi 

atau sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan 

Indonesia Nomor 5804/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia 2015. 

Secara sistematis, disertasi ini terdiri dari judul penelitian, lembar pengesahan 

disertasi, kata pengantar, ucapan terima kasih,lembar pernyataan keaslian disertasi, 

ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, lima bab 

inti, daftar rujukan, dan lampiran-lampiran pendukung. Secara ringkas lima bab inti 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1 ini merupakan bagian pendahuluan,  diawali dengan menyajikan latar belakang 

penelitian yang menggambarkan secara rasional pentingnya masalah ini untuk diteliti, 

dan penetapan fokus penelitian yang dirinci menjadi pertanyaan penelitian. Berdasarkan 

lingkup penelitian tersebut kemudian dirumuskan  tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Pada bagian akhir bab ini disajikan struktur organisasi disertasi, untuk 

memberi gambaran utuh tentang isi disertasi. 

Pada bab kedua disajikan berbagai landasan teori dan kebijakan yang terkait masalah 

penelitian. Paparan ini dilandasi oleh hasil kajian pustaka yang dijadikan acuan 

penelitian untuk menetapkan kerangka pikir penelitian. 

Bab ketiga membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, dimulai dari 

pendekatan penelitian, objek penelitian, instumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data penelitian, serta analisis data. 

Bab keempat menyajikan data hasil penelitian.  Paparannya diawali dengan 

mendeskripsikan profil objek penelitian, dilanjtkan pembahasan dan analisis hasil 

penelitian, berdasarkan hasil kajian tersebut kemudian diajukan model hipotetik tentang 

manajemen biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. 

Bab terakhir terdiri atas kesimpulan, impilkasi dan rekomendasi penelitian. 

 


